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Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2OO8

TENTANG

REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3),
Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 41 Tatrun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan;

l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4L Tahun 1999 tentang
Kehutanan (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
L999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4L Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44121;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN.

BAB I
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk
memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi
hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas
dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga.

2. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau
memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang
rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan
peruntukannya.

3. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan
memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan
penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas
penggunaan kawasan hutan.

4. D?.erah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur
hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan
manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar
terwujud kelesta:ian dan keserasian ekosistem serta
meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi
manusia secara berkelanjutan.

6. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang
berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah
tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan
unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan
terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.

7. Lahan adalah wilayah daratan di luar kawasan hutan.

8. Kawasan .
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8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk
dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

9. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan
pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong,
alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan
fungsi hutan.

10. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar
kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk
mengembalikan fungsi lahan.

1 1. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak
keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh
secara optimal, melalui penanaman pohon.

12. Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga,
mengamankan dan meningkatkan kualitas tanaman hasil
kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman dan
pengayaan tanaman.

13. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan, selanjutnya
disebut penggunaan kawasan hutan, adalah penggunaan
untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan antara
lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan
Iistrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi serta
kepentingan pertahanan keamanan.

14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah daerah adalah gubernur,
walikota, dan perangkat daerah
penyelenggara pemerintahan daerah.

bupati,
sebagai

atau
unsur

16. Menteri adalah menteri yang diserahi
bertanggung jawab di bidang kehutanan.

tugas dan

Pasal 2
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Pasal 2

Rehabilitasi dan reklamasi hutan merupakan bagian dari
pengelolaan hutan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan
ditetapkan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan
reklamasi hutan.

Pasal 4

(1) Pola umum rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

a. prinsip-prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan
reklamasi hutan; dan

b. pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan
reklamasi hutan,

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. penggunaan DAS sebagai unit pengelolaan;
b. sistem penganggaran yang berkesinambungan (multi

years);

c. kejelasan kewenangan;
d. pemahaman sistem tenurial;
e. andil biaya (cost sharing);
f. penerapan sistem insentif;
g, pemberdayaan masyarakat

kelembagaan;
h. pendekatan pa-tisipatif;
i. transparansi dan akuntabilitas.

dan kapasitas

(3) Pendekatan
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(3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi aspek:
a. politik;
b. sosial;
c. ekonomi;
d. ekosistem; dan
e. kelembagaan dan organisasi.

Pasal 5

(1) Kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aspek :

a, kawasan;
b. kelembagaan; dan
c, teknologi.

(2) Aspek kawasan meliputi kepastian penanganan kawasan
yang ditentukan melalui analisis perencanaan
berdasarkan ekosistem DAS, kejelasan status penguasaan
lahan dan berdasarkan fungsi kawasan.

(3) Aspek kelembagaan meliputi sumberdaya manusia yang
kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka
kewenangan masing-masing, dan tata hubungan kerja.

(41 Aspek teknologi meliputi penerapan teknologi yang
ditentukan oleh kesesuaian lahan atau tapak setempat,
tingkat partisipasi masyarakat, dan penyediaan input
yang cukup.

Pasal 6

Reklamasi hutan, selain menggunakan kriteria dan standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus menggunakan
kriteria dan standar :

a. karakteristik lokasi kegiatan;
b. jenis kegiatan;
c. penataan lahan;
d. pengendalian erosi dan limbah;
e. revegetasi; dan
f. pengembangan sosial ekonomi.

Pasal 7 .. .
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Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pola umum,
kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB II
REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan di dalam dan di
luar kawasan hutan.

(2) Kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan dilakukan
di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam
dan zona inti taman nasional.

(3) Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan diiakukan
pada lahan.

Pasal 9

(1) Seluruh hutan, kawasan hutan, dan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berada
dalam beberapa wilayah daerah aliran sungai (DAS).

(21 Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 dilakukan berdasarkan wilayah DAS yang
diprioritaskan.

Pasal 10

DAS yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria paling
sedikit memuat:
a. kondisi spesifik biofisik;
b. sosial ekonomi; dan
c. lahan kritis pada bagian hulu DAS.

Pasal 1 I
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Pasal 1 1

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui
tahapan:
a. perencanaan; dan
b. pelaksanaan.

(21 Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan pola umum,
kriteria, dan standar rehabilitasi hutan dan lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah

Aliran Sungai yang selanjutnya disebut RTkRHL-DAS;
b. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(RPRHL); dan
c. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(RTnRHL).

Paragraf 2
Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan
dan Lahan Daerah Aliran Sungai

Pasal 13

( 1) RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
huruf a, untuk setiap wilayah pengelolaan DAS, disusun
dan ditetapkan oleh Menteri.

(2) RTkRHL-DAS
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(21 RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

disusun dengan mengacu pada:
a. rencana kehutanan nasional;
b. rencana tata ruang; dan
c. rencana pengelolaan DAS terpadu dan rencana

pengelolaan sumberdaya air.

(3) RTkRHL-DAS paling sedikit memuat:
a. rencana pemulihan hutan dan lahan.
b. pengendalian erosi dan sedimentasi;
c. pengembangan sumberdaya air; dan
d. kelembagaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen5rusunan
RTkRHL-DAS diatur dengan peraturan Menteri.

Para,graf 3
Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 14

(1) Rsncana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
sibagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disusun
berdasarkan:
a. RTkRHL-DAS;
b. wilayah administratif;
c. rencana pengelolaan hutan; dan
d. potensi sumberdaya yang tersedia, antara lain, tenaga,

sarana prasarana, dan pendanaan.

(2) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
terdiri atas:
a. RPR di dalam kawasan hutan (RpRH); dan
b. RPR di lahan (RPRL).

Pasal 15

(1) RPRH sebagaimana dimaksud dalam
huruf a paling sedikit memuat kebij
lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan,
tata waktu,

Pasal 14 ayat (2)
akan dan strategi,

pembiayaan, dan

(2) RPRH pada hutan produksi dan hutan 1indung ditetapkan
oleh bupati/walikota.

(3) RPRH pada hutan konservasi ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan .
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen1rusunan
RPRH diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 16

(1) RPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat kebijakan dan strategi,
lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan
tata waktu.

RPRL ditetapkan oleh bupati/walikota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
RPRL diatur dengan peraturan Menteri.

(2t

(3)

Paragraf 4
Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal i7

(1) Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disusun
berdasarkan RPRHL.

(21 Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, detil lokasi dan
volume kegiatan fisik, kebutuhan biaya, tata waktu,
kelembagaan, pembinaan, pelatihan, pendampingan,
penyuluhan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 18

(1) Rencana Tahunan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan
(RTnRH) yang telah dibebani hak atau izin, disusun oleh
pemegang hak atau pemegangizin.

(2) RTnRH yang belum dibebani hak atau izin, disusun oleh
Menteri.

Pasal 19

Rencana Tahunan Rehabilitasi
bupati/ walikota.

di lahan ditetapkan oleh

Pasal 20
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Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
RTnRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18,

dan Pasal 19 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

(1) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan di:
a. dalam kawasan hutan; dan/atau
b. lahan.

l2l Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan
lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan
latran.

(3) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan
oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan/atau pemegang hak atau izin.

(1)

(2)

Pasal22

Rehabilitasi hutan dilaksanakan sesuai RTnRH

Rehabilitasi lahan dilaksanakan sesuai RTnRL.

Paragraf 2
Rehabilitasi Hutan

Pasal 23

Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L
ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kegiatan:
a. reboisasi;
b. pemeliharaan tanaman;
c. pengayaan tanaman; atau
d. penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 24
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Pasal24

(1) Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a
dilakukan di dalam kawasan:
a. hutan lindung;
b. hutan produksi; atau
c. hutan konservasi.

(21 Reboisasi di dalam kawasan hutan lindung ditujukan
untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan
sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi
air laut dan memelihara kesuburan tanah.

(3) Reboisasi di dalam kawasan hutan produksi ditujukan
untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan
produksi.

(4) Reboisasi di dalam kawasan hutan konservasi ditujukan
untuk pembinaan habitat dan peningkatan
keanekaragaman hayati.

(5) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman,
pemeliharaan tanaman, pengamanan, dan kegiatan
pendukung.

Pasal 25

(1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b, dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
b. pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan

Pengeloaan Hutan, untuk kawasan hutan produksi,
dan hutan lindung;

c. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota
untuk taman hutan raya, sesuai dengan
kewenangannya; atau

d. pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang
telah dibebani hak atau izin.

(2) Sumber dana untuk melakakukan
dibebankan kepada:

pemeliharaan,

a. Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
b. pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan

Pengeloaan Hutan, untuk kawasan hutan produksi,
dan hutan lindung;

c. pemerintah
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c. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota
untuk taman hutan raya, sesuai dengan
kewenangannya; atau

d. pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang
telah dibebani hak atau izin.

(3) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan
lindung dan didanai oleh Pemerintah dilaksanakan sejak
tahun pertama sampai dengan tahun ketiga.

(4) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan
lindung setelah tahun ketiga diserahkan oleh Pemerintah
kepada kabupaten/kota atau Kesatuan Pengeloaan
Hutan.

(5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui :

a. perawatan; dan
b. pengendalian hama dan penyakit.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan tanaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan Menteri.

Pasal 26

(1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas
hutan dan lahan.

(2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara
optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman
jenis tanaman.

(3) Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan rawang
baik di hutan hak, hutan produksi, hutan lindung,
maupun hutan konservasi kecuali pada cagar alam dan
zorLa inti taman nasional.

(4) Pengayaan tanaman meliputi kegiatan
persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan
tanaman, dan per.gamanan.

Pasal27 .
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Pasal 27

(1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan secara sipil
teknis.

(2) Selain teknik konservasi tanah secara sipil teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik
konservasi tanah dapat dilakukan melalui teknik kimiawi.

Paragraf 3
Rehabilitasi Lahan

Pasal 28

Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2l
ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui kegiatan:
a. penghijauan;
b. pemeliharaan;
c. pengayaan tanaman; atau
d. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan

sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pasal 29

(1) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2g
huruf a, dilakukan di luar kawasan hutan untuk
memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan yang
kondisinya rusak agar dapat berfungsi secara optimal.

(2) Penghijauan dilakukan dengan cara membangun hutan
hak, hutan kota, atau penghijauan lingkungan.

(3) Penghijauan meliputi kegiatan persemaian/pembibitan,
penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

Pasal 30

(1) Pemeliharaan tanaman hasil
sebagaimana dimaksud dalam
dilaksanakan oleh pemerintah
pemegang hak.

rehabilitasi lahan
Pasal 28 huruf b,
kabupaten/kota atau

(2) Pemeliharaan
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(21 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud
dilakukan melalui:
a. perawatan; dan
b. pengendalian hama dan penyakit.

pada ayat (1)

Pasal 31

(1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal
28 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas
lahan.

(21 Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara
optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman
jenis tanaman.

Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan hak.
Pengayaan tanaman meliputi kegiatan
persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan
tanaman, dan pengamanan.

Pasal 32

(1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan secara:
a. vegetatif; dan/atau
b. sipil teknis.

(7) selain secara vegetatif dan sipil teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik konservasi
tanah dapat dilakukan melalui teknik kimiawi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 sampai dengan pasal 32 diatur dengan peraturan
Menteri.

Paragraf 4. .
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Paragraf 4
Kegiatan Pendukung Ret abilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 34

(1) Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) dilakukan
kegiatan yang meliputi:
a. pengembangan perbenihan;
b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

dan lahan;
d. penyuluhan;
e. pelatihan;
f. pemberdayaanmasyarakat;
g. pembinaan; dan/atau
h. pengawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendukung
rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5
Pelaksana Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 35

(1) Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan konservasi
dilaksanakan oleh Pemerintah kecuali taman hutan raya.

(2) Rehabilitasi hutan pada taman hutan raya dilaksanakan
oleh pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten / kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Rehabilitasi hutan pada hutan konservasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilaksanakan dengan
ketentuan harus:
a. menanam jenis tumbuhan asli setempat;
b. menanam tumbuhan yang sesuai keadaan habitat

setempat; dan
c. menanam dengan berbagai jenis tanaman hutan.

Pasal 36

(1) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan
lindung yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada
Badan Usaha Milik Negara, atau diberikan izin
pemanfaatan hutan, atau izin penggunaan kawasan
hutan dilaksanakan oleh pemegang-frat Ltau izin.

(2) Rehabilitasi
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(2) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan
lindung yang tidak dibebani hak atau izin dilaksanakan
oleh pemerintah kabupaten/ kota.

(3) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan
Iindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

dilaksanakan dengan ketentuan:
a. jenis tumbuhan yang ditanam, harus sesuai dengan

fungsi hidroorologis;
b. tumbuhan yang ditanam dapat bersifat monokultur

atau campuran; dan
c. sejauh mungkin dihindari jenis tumbuhan eksotis

atau jenis tumbuhan asing.

Pasal 37

(1) Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan yang dikelola
oleh lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan
dengan tujuan khusus dilakukan oleh pengelola.

(2) Rehabilitasi pada kawasan hutan yang dikelola oleh
masyarakat hukum adat sebagai hutan adat,
dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang
bersangkutan.

Pasal 38

(1) Rehabilitasi lahan dilaksanakan
kabupaten/kota.

oleh pemerintah

(2) Rehabilitasi lahan yang dibebani hak atas tanah, menjadi
kewajiban dan tanggung jawab pemegang hak.

Pasal 39

(1) Pemegang hak atau pemegang izin dalam melaksanakan
rehabilitasi hutan dan/atau lahan sebagaimana
dimaksud Pasal 36, Pasal 37, dan pasal 38 ayat (2),
dapat meminta pendampingan, pelayanan dan
dukungan dari Pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dan atau lembaga swadaya
masyarakat.

(2) Pendampingan, pelayanan dan dukungan pemerintah,
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupatenfkota
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan
perlindungan dan konservasi.

Pasal 40
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Pasal 40

(1) Untuk kegiatan rehabilitasi yang telah berhasil
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah
kabupaten/kota dapat memberikan insentif, baik berupa
kemudahan pelayanan maupun penghargaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan
peraturan Menteri.

Paragraf 6
Pemanfaatan Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 41

(1) Pemantraatan hasil rehabilitasi hutan yang dibiayai oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dilaksanakan
oleh pemegang hak atau izin diatur sesuai dengan
ketentuan peratu, an perundang-undangan.

(3) Peinanfaatan hasil rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh
pemegang hak atau pemegangizin.

(4) Pemanfaatan hasii rehabilitasi lahan yang dibiayai oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah
kabupaten/kota diatur dengan peraturan Menteri.

BAB III
REKLAMASI HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Reklamasi hutarr dilakukan pada lahan dan vegetasi
hutan pada kawasan hutan yang telah menglJami
perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan
tanah.

(2) Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan
tana.h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi
akibat:
a. penggunaan kawasan hutan; atau
b. bencana alam.

Pasal 43 .
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Pasal 43

(1) Reklamasi hutan meliputi kegiatan:
a. inventarisasi lokasi;
b. penetapan lokasi;
c. perencanaan; dan
d. pelaksanaan reklamasi.

(2) Reklamasi hutan dapat dilakukan pada kegiatan bekas
pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon,
instalasi air, kepentingan religi, kepentingan pertahanan
keamanan, atau bencana alam.

(3) Dalam hal kegiatan reklamasi hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 pada kawasan bekas areal
pertambangan, maka dilakukan sesuai dengan tahapan
kegiatan pertambangan.

(41 Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh pemegang izin penggunaan kawasan
hutan untuk kegiatan di luar kehutanan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lokasi

,asal 44

(1) lnventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan
data dan informasi terhadap seluruh areal kawasan
hutan yang akan terganggu dan/atau terganggu akibat
penggunaan kawasan hutan.

(2) Inventarisasi lokasi dilakukan melalui survey untuk
memperoleh data primer maupun pengumpulan data
sekunder berupa data biofisik dan sosial ekonomi serta
rencana kerja penggunaan kawasan hutan.

(3) Kegiatan inventarisasi menghasilkan data numerik dan
data spasial selumh areal kawasan hutan yang akan
terganggu dan/atau terganggu akibat penggunaan
kawasan hutan.

Bagiar: Ketiga
Penetapan Lokasi Reklamasi Hutan

Pasal 45
(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43

ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pemilihan dan
penunjukan lokasi-lokasi yang terganggu sebagai akibat
penggunaan kawasan hutan, yeng siap direklamasi.

(2) Penetapan
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(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi
data spasial dan numerik hasil inventarisasi lokasi.

(3) Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data spasial dan
data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan luas dan lokasi reklamasi.

Bagian Keempat
Perencanaan Reklamasi Hutan

Pasal 46
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(1) huruf c dilakukan untuk menghasilkan rencana
reklamasi hutan.

(21 Rencana reklamasi hutan disusun berdasarkan
inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
44 dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45.

(3) Rencana reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
memuat:
a; kondisi kawasan hutan sebelum dan sesudah

aktivitas;
b. rencana pembukaan kawasan hutan;
c. program reklamasi hutan;
d. rancangan tsknis reklamasi;
e. tata waktu pelaksanaan;
t. rencana biaya; dan
g. peta lokasi dan peta rencana kegiatan reklamasi.

(4) Rencana reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan.

Pasal 47
(1) Rencana reklamasi yang telah disusun sebagaimana

dimaksud dalam pasal a6 ayat (3) dilakukan pinilaian
oleh menteri teknis, gubernur, atau bupatif walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya, daram melai<ukan penilaian
rencana reklamasi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan Menteri.

(3) Menteri teknis, gubernur atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya dapat menyetujui rencana
reklamasi hutan.

Bagian .
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Bagian Kelima
Pelaksanaan Reklamasi Hutan

Pasal 48

(1) Pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dilakukan oleh pemegang
izin penggunaan kawasan hutan, berdasarkan rencana
reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (31.

(21 Pengamanan hasil reklamasi menjadi tanggung jawab
pemegan g izin penggunaan kawasan hutan.

Pasal 49

(1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan reklamasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang izin
penggunaan kawasan hutan wajib membayar dana
jaminan reklamasi.

(21 Besarnya dana jaminan reklamasi diusulkan oleh
pemegang izin dan ditetapkan oleh menteri teknis,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
keivenangannya setelah mendapat pertimbangan dari
Menteri.

(3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh pemegang izin penggunaan kawasan
hutan, harus mendapat persetujuan dari menteri teknis,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(41 Ketentuan mengenai besaran, bentuk, tata cara
penempatan, dan pencairan atau pelepasan dana jaminan
reklamasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan

Pasal 50

(1) Penilaian terhadap pelaksanaan rekramasi hutan
dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan menteri
teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangartnya.

(21 Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria
reklamasi hutan.

(3) Penilaian
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(3) Penilaian sebaga:.:nana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar menentukan keberhasilan reklamasi hutan.

(41 Keberhasilan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), menjadi salah satu unsur penilaian seluruh
kewajiban dalam pengembalian kawasan hutan dari
penggunaan kawasan hutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan
reklamasi hutan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Reklamasi Hutan Akibat Bencana Alam

Pasal 51

(1) Reklamasi hutan akibat bencana alam dalam kawasan
hutan dapat terjadi:
a. secara murni; atau
b. sebagai akibat kelalaian pemegang hak pengelolaan

atau izin pemanfaatan hutan.
(2) Reklamasi hutan pada areal bencana alam dilakukan

pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona
inli taman nasional.

(3) Reklamasi hutan pada areal bencana alam secara murni
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Reklamasi hutan pada areal bencana alam sebagai akibat
kelalaian pemegang hak atau izin dalam mengelola
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin.

(5) Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat
memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan reklamasi
hutan yang dilakukan oleh pemegang hak dan/atau
pemegangizin.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman reklamasi
hutan pada areal bencana alam diatur dengan peraturan
Menteri.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilaksanakan
dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Peran .
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(2) Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan reklamasi
hutan dapat dilakukan melalui konsultasi publik,
kemitraan, dan pcnyampaian informasi.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan :

a. pembinaan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.

(21 Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan rehabilitasi
dan reklamasi hutan, Menteri dalam melaksanakan
kewenangannya, melakukan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan terhadap kebdakan gubernur dan
bupati/walikota.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 54

(1) Pembinaan meliputi pemberian:
a. pedoman;
b. bimbingan;
c. pelatihan;
d. arahan; dan/atau
e. supervisi.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditujukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi
dan reklamasi hutan.

(3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan
tata kerja.

(4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c ditujukan terhadap para pihak terkait.

(5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d mencakup kegiatan pen)rusunan rencana,
program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional.

(6) Supervisi
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(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

ditujukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan
reklamasi hutan.

Pasal 55

(1) Pengendalian meliputi kegiatan:
a. monitoring;
b. evaluasi;
c. pelaporan; dan
d. tindak lanjut.

(21 Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan
informasi, kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan
reklamasi hutan.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan untuk menilai keberhasilan
pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang
dilakukan secara periodik.

(4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses
pencapaian tujuan dan sasaran.

(5) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan
evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan
pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan
pelaksanaan pengelolaan hutan lestari secara periodik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
peraturan Menteri.

Pasal 56

(1) Hasil pengendalian yang dilakukan oleh Menteri,
gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ditindaklanjuti oleh pelaksana rehabilitasi
dan reklamasi hutan.

(21 Pelaksana rehabilitasi dan reklamasi hutan melaporkan
pelaksanaan hasil pengendalian kepada \ienteri,
gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 57
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Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembinaan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal
55, dan Pasal 56 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengcwasan

Pasal 58

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c diatur dalam peraturan
Pemerintah tersendiri.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

(1) Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan
rehabilitasi hutarr dan lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2L ayat (3), serta pemegangizin penggunaan
kawasan hutan yang tidak melaksanakan reklamasi
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1),
dikenai sanksi berupa:
a. teguran, dan/atau
b. pembatalan.

(21 Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Menteri, gubernur dan/atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yang menyangkut peraturan daerah sesuai ketentuan
peraturan perrrndang-undan gan.

(4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b yang menyangkut izin pemanfaatan hutan dan/atau
izin pinjam pakai pengguna€rn kawasan hutan
diterbitkan oleh pemberi izin.

BAB VII
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan
dalam bentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan
Lahan, atau program-program rehabilitasi hutan dan
lahan yang lain tetap berlaku, dan untuk pelaksanaan
selanjutnya harus disesuaikan dengan peraturan
Pemerintah ini.

(2) Dalam hal RTkRHL-DAS belum tersusun, maka RTkRHL-
DAS yang ada dalam bentuk Rencana Rehabilitasi Lima
Tahun, dianggap sebagai RTkRHL-DAS.

(3) Dalam hal RPRHL belum tersusun, maka RTnRHL dapat
mengacu kepada Rencana Rehabilitasi Lima Tahun.

(4) Hasil reklamasi yang telah dinilai dan diterima oleh
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan
Pemerintah ini, dinyatakan sah dan berlaku.

(5) Hasil reklamasi yang belum dinilai atau telah dinilai
tetapi belum diterima Pemerintah, diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
berkoordinasi dengan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Penyusunan RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 harus sudah selesai paling lama 1 (satu) tahun;
dan

b. Penyusunan RPRHL sebagaimana dimaksud dalam pasal
t4, Pasal 15, dan Pasal 16 harus sudah selesai paling
lama 2 (dua) tahun

Pasal

Peraturan Pemerintah
diundangkan.

62

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap oreng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 20 I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
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ttd
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ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2OO8

TENTANG

REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari T\rhan yang
Maha Esa kekayaan alam berupa hutan y.rrg tidak ternilai harganya, olef,
karena itu, hutan harus diurui dan dimanf^atkan dengan seUait-Laiknyu
berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwuJudan rasa syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

DalSm 
_ 
rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang

optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat,
T.k. pada prinsipnya semua hutan dan kLwa..n hutan dapat dikeloladengan-tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutama.rrrry", sertayang selaras dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung danproduksi. oleh karena itu darim pengeroi.^n trutan- pertu dijagakeseimbangan ketiga fungsi tersebut.
sumberdaya alam berupa hutan, tanah, dan air merupakan kekayaanalam yang harus tetap drjaga keiestariannya, oleh sebau it, p.r,gelolaant-erhadap sumberdaya alam dengan satuan unit pengelolaan bas harusdilaksanakan secara bijaksana, -sehingga 

aapat mendukung peningkatan
kesej ahteraan masyarakat.
u..1tyk. menjaga kelangsungan 

-fungsi pokok hutan dan kondisi hutan,dilakukan uqlya rehabititasi dan -rekiamasi hutan y;;g ;i;aksudkanuntuk memulihkan, mempertahankan dan 
- 
meningkatkan fungsi hutandan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalammendukun g si stem penyan gga t<ef, ialp"; i;i";-terj aga.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekramasi hutan diutamakanpelaksanaannya melalui pendekatan fartisipatir dalam rangkamengembangkan potensi dan memberdayak* *..y.rakat.
Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauanserta reklamasi hutan, keberhasilannya- ait"rrt.rt 

"n oleh besa. kecilnyapartisipasi masyarakat.

Untuk
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Untuk kepentingan pembangunan bersifat strategis atau menyangkut
ke-pentingan umum yang harus menggunakan kawasan hutan, harus
diimbangi dengan upaya reklamasinya. --

Peraturan Pemerintah- ini mengatur tentang rehabilitasi yang dilakukanmelalui kegiatan reboisasi, penghijauanl pemeliharr.i.rr, " pengayaan
tanaman serta penerapan teknik konservasi tanah secara've[etatif dansigil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Serti kegiatanreklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan
kembali lahan dengan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi
secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi danreklamasi hutan yPg berkeadilan, rnlt " perlu ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang 
- 
dimaksud dengan ,,penggunaan 

DASpengelolaan", adalah bahwa -p"r"rr"r.rr"r.rr,
pengendalian, monitoring dan evaluasidilaksanakan dengan mJndasarkan DAS
analisis terpadu.

sebagai unit
pelaksanaan,

rehabilitasi
sebagai unit

Huruf b
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Huruf b
sistem penganggaran yang berkesinambungan (mutti gears),,
dimaksudkan agar dalam pelaksanaan ,Jh.uitit.si iutan
dan lahan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, aengan
mendasarkan sistem silvikultur serta kondisi iklim J^.,cuaca,

Huruf c
Yang dimaksud dengan "kejelasan kewenanga.,,, adalah
bahwa penyelenggaraan rehibilitasi perlu dilukung orehfaktor kesiapan kerja peraksana, tingkat p..,.rT-u^r,
masyarakat, kebijakan dalam sistem p.rrgElol"an hutan dansistem kelembagaan.

Huruf d
I"rg dimaksud dengan "pemahaman sistem tenuria| adarahkepastian hak atas tanah-.

Huruf e

I*g dimaksud dengan "andil biaya (cost sharingl,, adalahbahwa penyelenggaraEur rehabiliiasi hutan dan lahan,investasi yang dimiliki masyarakat seperti tenaga [Li.i,dapa[ dihitunE sebagai biaya, sehingga upaya rehabilitasihutan dan lahan -dapat memberikl-n tlrttr.gu" 
---uugi

Negara dan masyarakaibaik perora"g." maupun kerompok.
Huruf f

Yang dimaksud den-gan upenerapan sistem insentif,, adarahbahwa dalam.penyelenggaraan rLhabilitasi hutan dan lahan,Pemerintah- dapat memberikan J;k;;;;" daram bentukinstrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainyamaksud dan tujuan 
-rerrabititasi 

".rt.r. 
-t"i., 

kemudahanperizinan, akses pasar, dan penghargaan-

Huruf g
Yang dimaksud 

. 
dengan "pemberdaya€m masyarakat dankapasitas kerembagaln', 

^aatah uirr*. penyerenggaraanrehabilitasi hutan dan iahan harus mampu memberikanmanfaat sumber daya hutan kepada masyarat<at secaraoptimal dan adil, melarui. pengembangan kapasitas danpemberian akses dalam - ,.";'d peningkatankesejahteraannya.

Huruf h . .
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Yang dimaksud dengan "transparansi dan akuntabilitas,,,
adalah bahwa penyelenggaraan iehabilitasi hutan dan lahanmulai dari perenc€utaan, persiapan, pelaksanaan dan
pengendalian bersifat terbuka dan dapat diakses olehmasyarakat luas, dan hasilnya dapat
dipertan ggun gj awabkan.

Ayat (3)
Huruf a

Yrg .dimaksud dengan uaspek politik", adalah bahwa
rehabilitasi hutan dan lahan rrrerrg"i.omodasi tekanan global
sehingga menj-1di peruang dan mlmperoreh dukungan dan
komitmen . politik yang cukup aaum penyelen-ggaraan
rehabilitasi.

-4-

Huruf h

Huruf i

Huruf b
Yang dimaksud dengan
rehabilitasi hutan dan
memberikan manfaat
kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendekatan partisipatif' adalah
wujud keikutsertaan peran masyarakaf dan pihak terkait
dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi
hutan.

"aspek sosial", adalah bahwa
lahan diharapkan mampu

bagi peningkatan ekonomi

Yang dimaksud dengan "aspek ekonomi", adalah bahwarehabilitasi hutan dan lahan dituiut an untuk meningkatkan
ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Y*g dimaksud dengan uaspek ekosistem", adalah bahwa
14* rangka pengeloraan oAs a.rg.r, m.*;;.tikan dayadukung lahan (tand capability)dan- kese.,-,.i.r, lahan (land
s.uitabilitg ) serta memperhatik-an keanekar"g"*"" j eni s dantingkat kerentanan teihadap hama penyakitl

Huruf e
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dan
Iahanperlu mendapat kepastian hukum untuk

kelangsungan penggunaan dan pengelolaan lahan

Pasal 5
Aspek kawasan, aspek kelembagaan, dan aspek teknologi
dilaksanakan dalam satu sist.* -anuiemen dalam pinyelenggaraan
rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Pasal 6
Huruf a

Karakteristik lokasi meliputi informasi dan data kondisi lokasiyang didasarkan pada biofisik dan sosial ekonomi yang
diperlukan untuk lebih terjaminnya keberhasilan reklamasi
hutan.

Huruf b
Jenis kegiatan berdasarkan bentuk penggunaan kawasan
hutan.

Huruf c
Penataan:lahan antara lain meliputi kegiatan:
a. pengisian kembali lahan bekas penggunaan kawasan hutan;b. pengaturan permukaan lahan liegridingl; danc. penempatan/penaburan tanah pucuk.

Huruf d
Pengendalian erosi dan limbah antara lain meliputi kegiatalpembuatan bangunan pengendali erosi dan limbah, jenis, jumrah
dan kualitasnya sesuai dengan rencana.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Pengembangan sosial ekonomi dilakukan oleh pemegang izinpenggunaan kawasan hutan yang kegiatannya melibaikan danmemberi manfaat sosial dan ekono-i 

"i""yarakat rokal.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan ,,aspek kelembagaan
organisasi", adalah bahwa rehabilitasi hutan dan

menJamln

Pasal 9
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Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "Rencana Pengelolaan DAS Terpadu"
adalah konsep pembangunan yang mengakomodasikan
berbagai peraturan perundang-undangan dan dijabarkan
secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana
makro.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Peraturan Menteri mengatur antara lain, metode, teknik dap
prosedur penJrusunan, penilaian dan pengesahan serta jangka
waktu berlakunya RTkRHL-DAS.

Pasal 14
Ayat (1)

RPRHL merupakan rencana manajemen dalam rangka
penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai den[an
kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-qr.6.ngan.
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Rencana pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah tentang Tata Hutan dan penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan Hutan.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) 
Rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan
desain teknis dari setiap jenis kegiatan yang direncanakan dalam
RTRHL.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "hak" adalah hak pengelolaan hutan.
Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin iemanfaatan hutan dan izinpenggunaan kawasan hutan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
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Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas

Ayat (S)
Huruf a

Huruf b

Kegiatan perawatan antara lain meliputi :a. perawatan tanam*, U"r.rp" penyiangan, p€fldangiran,penyulaman dan p"mupu[Lj danb. perawatan ilfi;#*Torr.*".i tanah, berupaffiffiHl'u"X.*rum:, aan 
-'m.;;; 

stab,itas

51,-*t'ilffiff^3':*?" "pengendalian hama dan penyakit,,
dan penyatit a,an 

terhadap tane'man g11 sa"gguan hama
.'.r.riiri';il"1,',il.i,il-tffi ffi9::.[#iilT..[T.#
i'*X?:_:fng:,fik;;; ;;,k" manuar khususnya unruk

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (t)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan uhutan rawang,, adalah hutan yang
memiliki potensi sebaran tegakan pohon per hektar kurang dari
700 (tujuh ratus) batang,

Ayat (a)
Kegiatan pemeliharaan tanaman antara lain meliputi perawatan
dan pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 27
Ayat (1)

Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis antara laindilakukan d.gnqan pembuatan embung, parit buntu (rorak)
bangunan pelindung tebing sungai/waaufT d.rr..l.

Ayat (2)
Teknik kimiawi dilakukan dengan cara pemberian mursa,bitumen, zat kimia, atau soil cond.ilion"r.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Kegiatan perawatan antara lain meliputi :a' perawatan tanaman berupa penyiangan, pendangiran,penyulaman dan pemupukan; danb' perawatan bangunan konservasi tanah berupaperbaikan, penyempurnaan, dan *.;j";; stabilitasbangunan konservasi tanah.'
Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengendalian hama dan penyakit,,adalah perlakuan telhad.p i.rr.*an dari g.rrgg.,"., hamad1t. pg-nyakit dengal penggunaan pestisida dan insektisidaselektif seperti rungisiaa,-i.rui"iau, i""rr.ii.iau spektrumterbatas, serta perlakuan fisik manuar khususnya untukhama hewan besar.
Pasal 31

Ayat (t)
Cukup jelas.

Ayat (2)
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hutan hak" adalah hutan yang berada diluar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yan; dibebani
hak atas tanah yang lazim disebut hutan rakyat.

Ayat (a)
Kegiatan pemeliharaan tanaman antara lain meliputi perawatan
dan pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 32
Ayat (1)

Huruf a

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Huruf a

Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif antara
lain dilakukan dengan penanaman vegetasi te6p, budidaya
tanaman lorong, strip rumput dan mulsa, tanaman penguat
teras.

Huruf b
Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis
antd.ra lain dilakukan_ dengan pembuatan bangunan dampengendali, dam penahan, terai, saruran pembiangan air,sumur resapan, embung, parit buntu (rorak) baigunanpelindung tebing sungai/waduk/ danau.

Ayat (2)
Teknik kimiawi dilakukan dengan cara pemberian mursa,bitumen, zat kimia, atau soil cond.ilion"r.

Yang dimaksud dengan "pengembangan perbenihan,,adalah usaha pemu[aEn pohorr, pengembangan sumberbenih, konservasi rr-u.r'd;t; genetik, produksi benih,distribusi benih dan pembibitan.

Huruf b
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Huruf b
Yang dimaksud dengan "teknologi rehabilitasi,, adalah
metoda dan teknik dalam melaksanakan kegiatan
rehabilitasi termasuk dalam pembibitan, penanaman dan
pembuatan bangunan konservasi tanah, pemeliharaan,
perlindungan, dan pengamanan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan" adalah 

- usahi dalam
mencegalr, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi
akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi
areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat,, adalahusaha meningkatkan kemampuan kelembagaan
masyarakat.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan dengantujuan khusus antara lain :

a. lembaga pendidikan;
b. lembaga penelitian; danc. lembaga sosial dan keagamaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
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Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Pendampingan antara lain berupa pemberian motivasi, mediasi,
dan akses dalam rangka pengemtangan kerembagaan.
Pelayanan antara lain berupa penyediaan data dan informasi.
Dukungan antara lain berupa bantuan teknis, d,ana, penyuluhan,
pelatihan dan bibit tanaman sesuai dengan keperluan dan
kemampuan pemerintah atau pemerintah daelah.

Ayat (2)
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuanperlindungan dan konservasi diutamakan karJna adinya
keuntungan sosial seperti pengendalian banjir dan kekeringan,
pencegahan erosi, serta pemantapan kondisi tlta air.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "insentif' adalah suatu instrumen
kebijakan 

- 
y?lg mampu mendorong tercapainya maksud dantujuan rehabilitasi hutan dan lahi.n, dan ..k^ligr" mampumencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi Jumber dayahutan dan lahan (lahan kritis) dalam suatu ekosistem DAS.

Penerapan insentif tergantung pada ciri khas daerah baik darisegi potensi sumberdaya hutan- dan lahan, keremb;;;"", sosiarbudaya, dan kemampuan ekonomi daerah yang saringmempenganrhi antara daerah yang satu deng.r, y.r,g lainnya]sehingga pengaturannya dilakuka' I."ur. nasional.
Ayat (2)

Peraturan Menteri -memuat pokok-pokok ketentuanpengembangan insentif rehabilitasi huian dan lahan, antara lain:a. standar.dan kriteria pengembangan insentif;
b. bentuk-bentuk inseniit dan
c. tata cara penyelenggaraan kebijakan dan penetapan insentif,

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
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Pasal 42
Ayat (1)

Y"rg dimaksud dengan "perubahan permukaan tanah,, adalah
berubahnya bentang alam pada kawasan hutan.
Perubahan bentang alam sebagai akibat penggunaan kawasan
hutan antara lain berupa pembangunan initalasi air, eksploitasi
pertambangan, atau bencana alam, yang menyebabkan
penurunan kualitas hutan secara ekonomi, sosial dan ekologi
dalam keseimbangan ekosistem DAS,

Yang dimaksud dengan "perubahan penutupan tanah,, adalah
berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan
hutan.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "bencana alam,, adalah kejadian
alam yang mengakibatkan perubahan bentang aram,
sehingga terjadi penurunan kualitas hutan secara &onomi,
sosial dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Data primer dikumpulkan dari pengumpulan langsung di
l?t^1lui, sedangkan data sekunder ai"muit dari data yangsudah ada.

Keadaan biofisik paling sedikit berisi jenis tanah, tebal solumtanah, penggunaan lahan, luas penutupan lahan, jenis flora danfauna, topografi, jumlah lrrj.rr,'tipe ikiim, tata iii Lr""i, fungsihutan, vegetasi, dan tinggi tempat.'
Keadaan sosiar ekonomi paling sedikit berisi demografipenduduk, tingkat pendapatan misyarakat, mata pencaharian,sarana prasarana umum, budaya dan kelembagaan masyarakat.

Ayat (3)
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "data
berwujud angka atau sistem angka.

numerik" adalah data yang

Yang dimaksud dengan "data spasial" adalah data yang memiliki
referensi ruang kebumian (georeferencel di mana ter5agai data
atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Kondisi kawasan hutan sebelum dan sesudah aktivitas
penggunaan kawasan hutan berisi informasi tentang kondisi
kuantitatif dan kualitatif awal penutupan areal penggunaan
kawa:san hutan.
Kondisi kualitatif dan kondisi kuantitatif antara lain
kerapatan tegakan, jenis tanaman, topografi, kelerengan,
penuh:pan lahan, flora fauna,

Huruf b
Rencana pembukaan kawasan hutan berisi informasi
tentang ruas dan lokasi penggunaan kawasan hutan yang
akan dilaksanakan.

Huruf c
Program rekramasi -hutan meliputi penyiapan kawasanhutan, 

-pengaturan bentuk kawasan hutan, 'pengendalian
erosi dan sedimentasi, pengelolaan l;pi-.;; tanah,revegetasi, dan pengamanan,
Penyiapan kawasan hutan merupakan aktivitas pemindahanatau pembersihan se-luruh peralatan dan prasarana yangtidak digunakan ragi, pembuangan iimuat T sampahberacun/berbahaya, pe*br"rrga, atau penguburan srap,penutupan bukaan, dan merarang atau menutup jalan
masuk.

Pengaturan .
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Pengaturan bentuk kawasan hutan dilakukan sesuai dengan
kondisi topograli dan hidrologi, meliputi kegiatan
pengaturan bentuk lereng dan pengaturan saluran
pembuangan air.

Pengendalian erosi dan sedimentasi dilakukan dengan
meminimaliskan areal yang terganggu,
membatasi/mengurangi kecepatan air limpasan,
meningkatkan infiltrasi dan pengolahan air yang keluar dari
Iokasi bekas aktivitas penggunaan kawasan hutan.

Pengolahan lapisan tanah merupakan kegiatan untuk
memisahkan tanah pucuk dengan lapisan tanah lain.

Revegetasi adalah penanaman kembali dengan jenis-jenis
tanaman cepat tumbuh pada awalnya dan
penyulaman/pengkayaan dengan jenis tanaman lokal.
Revegetasi dilakukan dengan tahapan penyusunan
rancangan teknis, persiapan lapangan, pengadaan bibit,
penanarnan dan pemeliharaan.

Pengamanan meliputi patroli, pemasangan tanda-tanda
peririgatan dan tanda larangan, serta mengamankan hasii
reklamasi.

Huruf d
Rancangan teknis reklamasi hutan digunakan
acuan detail untuk menentukan lokasi tapak.

sebagai

Lokasi tapak merupakan lokasi setempat (site) yang akan
dilakukan kegiatan reklamasi dengan menerapkan teknik
reklamasi tertentu.

Huruf e

Tata waktu pelaksanaan meliputi jangka waktu pelaksanaan
dan penyelesaian kegiatan reklamlsi hutan.

Huruf f
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Huruf f
Rencana biaya meliputi biaya langsung maupun biaya tidak
langsung yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan
reklamasi hutan, sebagai dasar perhitungan besarnya dana
jaminan reklamasi dan rehabilitasi hutan.
Rencana biaya dijadikan dasar perhitungan besarnya dana
jaminan reklamasi hutan.

Huruf g
Peta lokasi dan peta rencana kegiatan reklamasi hutan
dibuat dengan skala 1:25.000 sampai dengan 1:lO.OOO.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan umembayar dana jaminan reklamasi,,
adalah dana yang ditempatkan atau disediakan oleh pemegang
izin sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas,

Ayat (3)
Cukup jelas,

Ayat (4)
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Ayat (a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Fasilitasi antara lain melalui bimbingan teknis, pelatihan,
penyuluhan.

Ayat (6)
Pedoman yang diatur dalam peraturan Menteri antara rain
mengatur tentang perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kebijakan" adalah pengaturan atau
penetapan pedoman dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi
hutan.

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan
dilakukan dengan berkoordinasi Menteri teknis.

pengawasan

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) .
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Ayat (2)
Teguran merupakan langkah awal sebagai dasar koreksi aLau
pengenaan sanksi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (a)
Pembatalan i"in pemanfaatan hutan dan atau izin pinjam pakai
penggunaan kawasan hutan dilakukan apabila:
a. pemberian perizinannya tidak sesuai dengan peraturan

Pemerintah ini; atau
b. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku dalam

Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas,
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